SALINAN

BUPATI TKNAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Kebijjakan  Akuntasi Kabupaten Tanah  Datar,
disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan
kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan untuk
ketiga kalinya,;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang ()



S.

10.

11.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238 /PMK.05/2011
tentang  Pedoman Umum Sistem = Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang tentang Pedoman  Penerapan  Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN Q)



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2014 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan:

a.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2015 Nomor 58);

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kabijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2017 Nomor 3),

diubah sebagai berikut :

1.

Lampiran XVIII angka 23 huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, dan huruf f
dihapus, sehingga lampiran XVIII angka 23 berbunyi sebagai berikut :
23. Persediaan yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu :

a. Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam
jenis.

b. dihapus.

c. dihapus.

d. dihapus.

e. dihapus.

f. dihapus.

. Lampiran XX angka 42.a dihapus.
. Lampiran XX angka 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

58. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis
yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah
gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun.
Pada tahun ke-7 (sisa umur 4 tahun) pemerintah melakukan
renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan
sama dengan umur ekonomis awalnya yaitu 10 tahun lagi. Dengan
adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 4 tahun
tahun menjadi 10 tahun.

Pasal II ”



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah

Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 23 November 2018

BUPATI TANAH DATAR,
ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 23 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

7 m—

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002



